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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Pengawas Koperasi 

2.1.1 Pengertian Badan Pengawas

Menurut Sonny Sumarsono dalam bukunya “Manajemen Koperasi” pengertian badan pengawas adalah :

Badan pengawas adalah suatu badan yang dibentuk dari dan oleh anggota koperasi serta ditetapkan dalam anggaran dasar yang bertujuan untuk mendidik dan membimbing pengurus koperasi agar lebih teliti dan ahli serta terampil dalam mengembangkan koperasi dimasa-masa yang akan datang.






 

                    (2003:50) 

Dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa, dalam melaksanakan tugas-tugasnya, badan pengawas membuat laporan tertulis tentang hasil pemeriksaannya yang akan disampaikan dalam rapat anggota. Pengawasan ini sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengkoreksinya dengan maksud agar pelaksanaan pekerjaan itu sesuai dengan rencana semula. Badan pengawas dalam koperasi mempunyai fungsi yang sama dengan pemeriksaaan intern hanya saja penempatannya yang berbeda.   

Jadi pengawasan merupakan suatu penilaian yang bebas atau independen yang ada pada suatu koperasi untuk memeriksa dan menilai kegiatan-kegiatan koperasi apakah kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau kebijaksanaan yang telah ditetapkan atau adanya penyimpangan dari kebijaksanaan tersebut.

Objek pemeriksaannya adalah catatan–catatan keuangan, prosedur-prosedur dan kebijaksanaan lainnya yang telah ditetapkan dan memberikan saran, rekomondasi yang konstruktif kepada pimpinan koperasi berdasarkan hasil pemeriksaan.  


2.1.2 Tujuan dan Ruang Lingkup Badan Pengawas




Tujuan badan pengawas yang dikemukakan oleh Sonny Sumarsono dalam bukunya “Manajemen Koperasi” bahwa :

1. Memberi bimbingan kepada pengurus, karyawan kearah keahlian dan ketrampilan,

2. Mencegah terjadinya pemborosan bahan, waktu dan tenaga,

3. Menilai hasil kerja dengan rencana yang sudah ditetapkan,

4. Mencegah terjadinya penyelewengan,

5. Membereskan administrasi secara keseluruhan.
                                                                                            (2003 : 50)





Jadi yang menjadi tujuan dari badan pengawas dalam koperasi adalah membantu seluruh anggota manajemen agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif, dengan jalan memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, saran dan keterangan dari operasi yang telah diperiksanya. Oleh karena itu perlu penguasaan yang baik terhadap seluruh fase aktivitas koperasi, agar jasa yang dapat diberikannya dapat membantu manajemen dalam mengambil keputusan.




Ruang lingkup badan pengawas meliputi pengujian dan pengawasan atas kelayakan dan efektifitas struktur pengendalian intern yang digunakan koperasi serta kualitas pegawai dalam melaksanakan tanggung jawabnya. 

Dengan demikian ruang lingkup badan pengawas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Menilai keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasi serta cara yang digunakan untuk mengindentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan, dan melaporkan informasi-informasi tersebut.

2. Menilai atas sistem yang telah disusun dengan maksud untuk mengetahui kepatuhan atas kebijaksanaan, rencana, prosedur, dan peraturan yang mempunyai pengaruh yang berarti pada operasi dan pelaporan.  

3. Menilai atas cara-cara pengamanan harta dan vertifikasi atas keberadaannya.

4. Menilai keekonomian dan keefisienan atas pemakaian sumber-sumber perusahaan.

5. Menilai operasi atau program guna memastikan apakah hasilnya sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan apakah operasi dan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa badan pengawas membantu manajemen untuk menguji struktur  pengendalian intern baik teknis maupun aspek administrasi. 


2.1.3 Wewenang dan Tanggung Jawab Badan Pengawas

Wewenang pengawas koperasi secara garis besar meliputi pengawasan terhadap pengelolaan organisasi dan usaha koperasi secara umum, termasuk pemeriksaan terhadap kewajaran laporan keuangan koperasi. Sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut, pengawas memiliki wewenang untuk meminta keterangan yang diperlukan dari pengurus koperasi atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu.

Bila pengawas koperasi memandang perlu untuk menggunakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, maka pengawas dapat meminta bantuan kepada akuntan publik atau koperasi jasa audit untuk secara khusus memeriksa kewajaran laporan keuangan koperasi. Selanjutnya pengawas wajib mempertanggung jawabkan laporan tersebut dengan membuat laporan tertulis mengenai pengawasan yang dilakukannya serta menyampaikan kepada Rapat Anggota.  

Menurut pasal 38 Undang-undang No.25/1992 tentang perkoperasian, tugas dan wewenang badan pengawas koperasi adalah sebagai berikut : 

1. Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi, serta membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan 

2. Pengawas berwenang meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan 

3. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

4. Merahasiakan hasil pengawasannya. 

Dalam menjalankan tugas ini tim badan pengawas memiliki ketua badan pengawas dan beberapa bagian yang khusus menguasai keuangan, pusat usaha dan non usaha. Pembentukan bagian dalam badan pengawas ini dilakukan dalam rapat anggota pada awal kepengurusan. Anggota badan pengawas dapat berasal dari mantan pengurus ataupun anggota aktif yang telah mengikuti jenjang kepengurusan, mereka dibentuk dan bertanggung jawab pada rapat anggota tahunan (RAT).


2.1.4 Rencana dan Program Badan Pengawas

Rencana dan program badan pengawas adalah suatu rencana tindakan-tindakan atau langkah-langkah yang terperinci yang akan dilaksanakan dalam pemeriksaan.

Setiap program usaha sebaiknya direncanakan, dan ini meliputi penentuan-penentuan standar-standar yang menjadi bahan perbandingan. Hal-hal yang senyatanya terjadi diawasi dan diperbandingkan dengan standar itu sehingga hal-hal yang menyimpang yang tidak dapat ditoleransi perlu dicari penyebabnya sehingga dapat dilakukan tindakan korektif.   

Dengan membuat program pengawasan yang baik, pengawas akan dapat melaksanakan pengawasan dengan baik. Tetapi sebaliknya tanpa program pengawasan, pelaksanaan pengawasan mungkin akan mengambang tanpa arah. Oleh karena itu, disamping sebagian petunjuk mengenai langkah-langkah yang harus dilaksanakan, rencana dan program badan pengawas juga merupakan alat pengendalian.

Agar pekerjaan pengawasan dapat berjalan secara sistematis dan terarah, rencana dan program pengawasan perlu disusun dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan dalam melaksanakan pengawasan. Program pengawasan yang tersusun secara sistematis logis dan terarah dapat memberikan manfaat, diantaranya adalah :

1. Dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan;

2. Mempermudah dalam pengawasan dan penetapan tanggung jawab atas suatu pekerjaan;

3. Memudahkan bagian kerja antara staf pengawas;

4. Dapat menunjukan prosedur-prosedur yang penting untuk setiap kasus pemeriksaan dan

5. Dapat digunakan sebagai alat pengawasan terhadap kemungkinan adanya prosedur pemeriksaan yang terlewatkan serta sebagai bukti ditaatinya ketentuan yang ada dalam norma pemeriksaan akuntansi.    


2.1.5 Laporan dan Tindak Lanjut Badan Pengawas

Salah satu tahap yang penting dalam pelaksanaan badan pengawas adalah penerbitan laporan pemeriksaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kegiatan pengawasan tersebut haruslah mengungkapkan hal-hal yang penting dari hasil pengawasan. Dengan kata lain, laporan tersebut harus disusun sedemikian rupa sehingga manajemen dapat menangkap masalah yang timbul dan dapat segera membuat keputusan mengenai tindakan koreksi yang harus diambil. Laporan badan pengawas membantu pimpinan di dalam mengukur apakah struktur pengendalian intern yang ditetapkan telah berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, laporan badan pengawas harus mampu melaksanakan fungsinya dalam memberikan jasa-jasa yang bersifat protektif dan kontruktif dari pihak auditor kepada pihak manajemen.  

Untuk melaksanakan fungsinya di atas, laporan badan pengawas harus memenuhi berbagai syarat-syarat sebagai berikut :

1. Relevan

Relevansi suatu informasi harus dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Bila informasi tidak relevan untuk keperluan para pengambil keputusan, informasi demikian tidak akan ada gunanya, meskipun kualitas lainnya terpenuhi. Sehubungan dengan tujuan relevansi, sebaiknya dipilih metode pengukuran dan pelaporan akuntansi yang akan membantu sejauh mungkin para pemakai dalam pengambilan  berbagai keputusan yang memerlukan penggunaan data akuntansi keuangan. 

2. Dapat dimengerti

Informasi harus dapat dimengerti oleh pemakainya, dan dinyatakan dalam bentuk dan dengan istilah yang disesuaikan dengan batas pengertian para pemakai. Dalam hal ini, dari pihak pemakai juga diharapkan adanya pengertian/pengetahuan mengenai aktivitas ekonomi perusahaan, proses akuntansi keuangan, serta istilah-istilah teknis yang digunakan dalam laporan keuangan.

3. Daya uji (verifiability)

Pengukuran tidak dapat sepenuhnya lepas dari pertimbangan dan pendapat yang subyektif. Hal ini berhubungan dengan keterlibatan manusia di dalam proses pengukuran dan penyajian informasi, sehingga proses tersebut tidak lagi berlandaskan pada realisasi objektif semata. Dengan demikian untuk meningkatkan manfaatnya, informasi harus dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur yang independen dengan menggunakan metode pengukuran yang sama.

4. Netral

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menggantungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

5. Tepat waktu 

Informasi harus disajikan sedini mungkin untuk dapat digunakan sebagai dasar untuk membantu dalam mengambil pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

6. Daya banding (comparability)


Informasi dalam laporan keuangan akan lebih berguna bila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dari perusahaan yang sama, maupun dengan laporan keuangan perusaha lainnya pada periode yang sama. 

7. Lengkap 

Informasi akuntansi yang lengkap meliputi semua data akuntansi keuangan yang dapat memenuhi secukupnya enam tujuan kuantitatif diatas, dapat juga diartikan sebagai pemenuhan standar pengungkapan yang memadai dalam pelaporan keuangan.

2.2 Struktur Pengendalian Intern

Untuk organisasi yang masih kecil pengawasan langsung oleh pimpinan dapat dilaksanakan, namun bagi organisasi yang berskala besar hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan. Hal ini disebabkan jumlah personil dan volume kegiatan berkembang sehingga makin kecil kemampuan pimpinan perusahaan untuk mengawasi dan mengendalikan segala sesuatu yang terjadi dalam perusahaannya, demikian halnya dengan koperasi.

Oleh karena itu, untuk memudahkan kegiatan pegawasan ini maka manajemen harus membuat struktur pengendalian intern yang terdiri dari prosedur-prosedur, kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pegawai atau staf koperasi agar tujuan koperasi dapat tercapai secara efektif dan efisien.


2.2.1 Pengertian Struktur Pengendalian Intern

Menurut George H. Bodnar, William S. Hopwood dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, Rudi.M.Tambunan. Struktur pengendalian intern adalah sebagai berikut :

Struktur pengendalian intern adalah terdiri dari kebijakan dan prosedur-prosedur untuk menyediakan jaminan yang memadai bahwa tujuan-tujuan perusahaan dapat dicapai.







      (2000:174)

Standar Profesional Akuntan Publik menyatakan lebih lanjut tentang pengertian struktur pengendalian intern adalah :

Struktur pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan.

Ketiga golongan tujuan tersebut antara lain adalah:

1. Keandalan laporan keuangan.

2. Efektifitas dan efisiensi operasi.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

  (SA seksi 319:2001)




Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi”

Struktur pengendalian intern meliputi Struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipenuhinya kebijakan manajemen

      (2001:163) 

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dalam struktur pengendalian intern terdapat tiga hal penting, yaitu ; 

1. Kebijakan yaitu sesuatu yang dibuat oleh manajemen untuk dapat mencapai tujuan organisasi. 

2. Prosedur yaitu sebagai langkah-langkah yang harus diamati dalam suatu kegiatan.

3. Tujuan organisasi yaitu merupakan hasil yang akan dicapai. 

2.2.2 Unsur-Unsur Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern yang baik pada suatu perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan jenis dan besarnya perusahaan, adanya perbedaan keahlian dan tingkat kepercayaan pegawai, dan adanya perbedaan atau falsafah pimpinan masing-masing perusahaan. Namun demikian terdapat satu syarat agar suatu struktur pengendalian intern itu baik, yakni jika tak seorang pun berada dalam keadaan demikian rupa hingga ia dapat berbuat kesalahan-kesalahan dan meneruskan tindakan yang tidak diinginkan tanpa diketahui dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Menurut George H. Bodnar, William S.Hopwood dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi” yang diterjemahkan oleh Amir Abadi Jusuf, Rudi.M.Tambunan.  unsur-unsur struktur pengendalian intern terdiri dari :  

Terdapat 3 unsur struktur pengendalian intern yaitu :

1. Lingkungan pengendalian suatu organisasi merupakan dampak kolektif dari berbagai faktor dalam menetapkan, meningkatkan atau memperbaiki efektivitas kebijakan dan prosedur-prosedur tertentu.

2. Sistem akuntansi suatu organisasi terdiri dari metode dan catatan-catatan yang dibuat untuk mengindentifikasikan, mengumpulkan, menganalisa, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi organisasi dan menyelenggarakan pertanggungjawaban bagi aktiva dan kewajiban yang berkaitan.

3. Prosedur-prosedur pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur-prosedur yang tercangkup dalam lingkungan pengendalian dan sistem akuntansi yang harus ditetapkan oleh manajemen untuk memberikan jaminan yang memadai bahwa tujuan tertentu akan dapat tercapai. 







      (2000:174)

Menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” mengemukakan unsur-unsur pengendalian intern sebagai berikut :

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

2. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

3. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap fungsi organisasi  

4. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggungjawab 








      (2001:164)

Sedangkan menurut Standar Profesional Akuntan Publik menerangkan unsur-unsur pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern, menyediakan disiplin dan struktur.

2. Penaksiran risiko adalah indentifikasi entitas dan analisis terhadap risiko yang relevan untuk mencapai tujuannya, membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

3. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu manajemen bahwa arahan manajemen dilaksanakan. 

4. Informasi dan komunikasi adalah pengindentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan  orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

5. Pemantauan adalah proses yang menentukan kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu.






           (SA seksi 319.2:2001)

Beberapa pandangan di atas pada dasarnya mempunyai pengertian yang sama mengenai unsur-unsur struktur pengendalian intern. Untuk memenuhi tujuan yang telah ditetapkan, terdapat beberapa unsur yang merupakan ciri-ciri pokok dari suatu struktur pengendalian intern. Unsur pokok suatu struktur pengendalian intern harus meliputi :

1. Lingkungan pengendalian 


Lingkungan pengendalian menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan stuktur.

Lingkungan pengendalian mencangkup :

a. Intergitas 

b. Komitmen terhadap kompetensi

c. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit

d. Filosofi dan gaya operasi manajemen 

e. Struktur organisasi 

f. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

2. Penaksiran risiko


Penaksiran risiko untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan indentifikasi, analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.


Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencangkup peristiwa dan keadaan intern maupu ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan data keuangan konsisten dengan asersi manajemen dalam laporan keuangan.


Risiko yang dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut :

a. Perubahan dalam lingkungan operasi

b. Personel baru

c. Sistem informasi yang baru atau yang akan diperbaiki

d. Teknologi baru

e. Lini produksi, produk, atau aktivitas baru

f. Restrukturisasi koporasi

g. Operasi luar negeri

h. Standar akuntansi baru 

3. Aktivitas pengendalian 


Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk mengulangi risiko dalam pencapaian tujuan.


Aktivitas pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan di berbagai tingkat organisasi dan fungsi.

Umumnya aktivitas pengendalian yang mungkin relevan dengan audit dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang berkaitan dengan : 

a. Review terhadap kinerja 

b. Pengolahan informasi

c. Pengendalian fisik

d. Pemisahan tugas

4. Informasi 

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, meringkas dan melaporkan transaksi entitas (baik peristiwa maupun kondisi) dan untuk memelihara akuntabilitas bagi aktiva, utang, dan ekuitas yang bersangkutan. Kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut berdampak terhadap kemampuan manajemen untuk membuat keputusan semestinya dalam mengendalikan aktivitas entitas dan menyiapkan laporan keuangan yang andal. Komunikasi mencangkup menyediakan suatu pemahaman tentang peran dan tanggung jawab individual berkaitan dengan pengendalian intern terhadap pelaporan keuangan. 

5. Pemantauan 

Suatu tanggung jawab manajemen yang penting adalah membangun dan memelihara pengendalian intern. manajemen memantau pengendalian untuk mempertimbangkan apakah  pengendalian tersebut beroperasi sebagaimana yang diharapkan dan bahwa pengendalian tersebut dimodifikasi sebagaimana mestinya jika perubahan kondisi menghendakinya.


2.2.3 Tujuan Struktur Pengendalian Intern

Menurut Struktur Profesional Akuntan Publik menyatakan struktur pengendalian mempunyai tiga golongan tujuan yaitu :

Standar pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personal lain yang didisain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian 3 golongan tujuan.

Ketiga golongan tujuan pengendalian intern :

1.   Keandalan laporan keuangan.

2. Efektifitas dan efisiensi operasi.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.








  (SA seksi 319:2001)

Dari pernyataan di atas menunjukan bahwa tujuan pokok dari sistem pengendalian intern adalah :

1. Keandalan laporan keuangan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya manajemen memerlukan informasi keuangan yang akurat dan handal, maka untuk mendapatkan informasi seperti itu pihak manajemen perlu merancang struktur pengendalian intern yang dapat memberikan jaminan bahwa proses pengolahan data akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan yang akurat dan handal, karena pada dasarnya dari informasi itu akan banyak membantu manajemen dalam mengambil keputusan.

2. Efektif dan efisien operasi


Pengendalian intern ditujukan untuk mengefektifkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan serta mencegah usaha yang tidak perlu atau bersifat memboroskan dalam seluruh operasi yang dapat merugikan perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Prosedur dan kebijakan yang telah disusun oleh pihak perusahaan dimaksudkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Dengan adanya struktur pengendalian intern ini akan memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan perusahaan dipatuhi oleh pegawai.


2.2.4 Keterbatasan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern tidak dapat dianggap sepenuhnya efektif, meskipun telah dirancang dan disusun sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan pada dasarnya struktur pengendalian intern mempunyai keterbatasan yang harus diwaspadai oleh manajemen.

Yang dimaksud dengan keterbatasan pengendalian intern ini adalah adanya faktor-faktor tertentu yang menyebabkan tidak berfungsinya struktur pengendalian intern sebagaimana mestinya. Keterbatasan tersebut menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing”  adalah sebagai berikut :

1. Kesalahan dalam pertimbangan

Seringkali, manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan atau tekanan lain.

2. Gangguan

Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan karena kelalaian, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanen dalam personel atau dalam sistem dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.

3. Kolusi

Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (collusion). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian intern yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidakberesan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian intern yang dirancang.  

4. Pengabaian oleh manajemen 

Manajemen dapat mengabaiakan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajemen, penyajian kondisis keuangan yang berlebihan, atau kepatuhan semu. Contonya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidakpatuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat 

Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian intern tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian intern tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian intern.







        
      (2002:181)

2.3 Struktur Pengendalian Intern Piutang


2.3.1 Pengertian Piutang 

Secara umum piutang timbul karena terjadinya transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang pembayarannya dilakukan di waktu yang akan datang yang biasa disebut penjualan kredit. Transaksi penjualan kredit biasanya disertai dengan syarat-syarat kredit yang telah ditetapkan dan disetujui baik oleh pembeli maupun penjual. Yang termasuk syarat penjualan kredit antara lain adalah jangka waktu pembayaran dan potongan penjualan.

Piutang menduduki posisi yang penting dalam neraca karena selain likuiditasnya tinggi, piutang juga merupakan proporsi yang cukup besar dari aktiva lancar. Pengertian piutang itu sendiri menurut Mulyadi dalam bukunya “Auditing Internal” sebagai berikut “

“Piutang merupakan klaim kepada pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat diterima dalam jangka waktu satu tahun atau dalam satu siklus kegiatan perusahaan”.







        (2001:25)

Menurut Haryono Yusuf dalam bukunya “Dasar-dasar Akuntansi” mendefinisikan piutang sebagai berikut :

Piutang merupakan hak untuk menagih sejumlah uang dari si penjual kepada si pembeli yang timbul karena adanya suatu transaksi. Pada umumnya piutang timbul karena adanya transaksi penjualan secara kredit.







        (2001:52)  

Sedangkan menurut Soemarso S. R dalam bukunya “Akuntansi suatu Pengantar” definisi piutang adalah sebagai berikut :

Piutang adalah kelonggaran-kelonggaran yang diberikan perusahaan untuk pelanggan, yang biasanya dalam bentuk memperbolehkan para pelanggan tersebut membayar kemudian atas penjualan barang atau jasa yang dilakukan.

   


      (2002:338)

2.3.2 Dokumen dan Catatan yang Berhubungan dengan Struktur Pengendalian Intern Piutang

Struktur pengendalian intern piutang dimulai dengan adanya transaksi penjualan kredit yang akan dilanjutkan dengan pencatatan  dan diakhiri dengan kegiatan penagihan. Untuk kelancaran pelaksanaan dari awal sampai akhir struktur pengendalian intern piutang, maka dokumentasi dan pencatatan akuntansi sangatlah penting.

Berbagai dokumen dan catatan dalam mendukung arus pencatatan yang digunakan dalam siklus akuntansi (piutang) yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” adalah sebagai berikut:

Dalam pokok yang digunakan sebagai dasar pencatatan ke dalam piutang :

1. Faktur penjualan, dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan timbulnya piutang yang dilampiri dengan surat muat dan surat order pengiriman.

2. Bukti kas masuk, sebagai dasar pencatatan berkurangnya piutang dari transaksi pelunasan piutang oleh debitur.

3. Memo kredit, sebagai dasar pencatatan retur penjualan.

4. Bukti memorial (Journal Voucher), dokumen sumber untuk dasar pencatatan transaksi ke jurnal umum.







         
      (2001:258)

Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi yang menyangkut piutang : 

1. Jurnal penjualan, catatan ini digunakan untuk mencatat timbulnya piutang dari transaksi penjualan kredit.

2. Jurnal retur penjualan, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi retur penjualan. 

3. Jurnal umum, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih.

4. Jurnal penerimaan kas, untuk mencatat berkurangnya piutang dari transaksi penerimaan kas dari debitur.

5. Kartu piutang untuk mencatat mutasi dan saldo piutang kepada setiap debitur.


2.3.3 Prosedur Pelaksanaan Struktur Pengendalian Intern

Struktur pengendalian intern piutang yang memadai diperlukan oleh perusahaan yang menjalankan kebijaksanaan penjualan kredit, karena seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem penjualan kredit mengandung risiko bagi penerimaan kas perusahaan yakni tidak tertagihnya piutang. Diharapkan dengan adanya struktur pengendalian piutang dapat mengantisipasi kemungkinan penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi dalam menjaga harta perusahaan. 



2.3.3.1 Prosedur Pencatatan Piutang 

Tindakan selanjutnya yang menjadi perhatian intern piutang akibat perjanjian kredit adalah pengawasan pencatatan piutang usaha, yang bertujuan mencatat piutang koperasi pada setiap debitur yang berada di bawah departemen akuntansi. Tugas dan fungsi akuntansi dalam hubungannya dengan pencatatan piutang menurut Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” sebagai berikut : 

1. Menyelenggarakan catatan piutang kepada setiap debitur, yang berupa kartu piutang yang merupakan buku pembantu piutang, yang digunakan untuk merinci kontrol piutang dalam buku besar, atau berupa arsip faktur (Open Invoice File) yang berfungsi sebagai buku pembantu piutang.

2. Menghasilkan pernyataan piutang (Account Receivable Statement) secara periodik dan mengirimkannya ke setiap debitur.

3. Menyelenggarakan catatan riwayat kredit setiap debitur untuk memudahkan penyediaan data guna memutuskan pemberiaan kredit kepada pelanggan guna mengikuti data penagihan dari setiap debitur.

            (2001:260)

Metode pencatatan piutang dalam suatu koperasi dapat menggunakan salah satu metode yang umumnya ditawarkan yang disesuaikan dengan kondisi koperasi. Seperti yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi”  bahwa :

Pencatatan piutang dapat dilakukan dengan salah satu dari metode berikut ini :

1. Metode Konvensional

2. Metode posting langsung ke dalam kartu piutang atau pernyataan piutang

3. Metode pencatatan tanpa buku pembantu

4. Metode pencatatan dengan menggunakan komputer

      (2001:261)

Adapun dokumen yang biasanya digunakan dalam pencatatan kartu piutang koperasi yaitu :

1. Faktur penjualan

2. Bukti kas masuk

3. Memo kredit

4. Bukti memorial

                  (2001:258) 



2.3.3.2 Prosedur Pernyataan Piutang

Dalam fungsi akuntansi piutang, prosedur pernyataan piutang merupakan salah  satu keluaran yang digunakan untuk mengkomunikasikan informasi piutang koperasi kepada pihak debitur. 

Prosedur pernyataan piutang adalah formulir yang menyajikan kewajiban debitur pada tanggal tertentu dan (dalam pernyataan bentuk tertentu) disertai rinciannya. 

Menurut Mulyadi dalan bukunya “Sistem Akuntansi” bahwa pernyataan piutang dapat berbentuk : 

1. Pernyataan saldo akhir bulan.

2. Pernyataan satuan

3. Pernyataan saldo berjalan dengan rekening konvensional 

4. Pernyataan faktur yang belum dilunas

      (2001:270)

2.3.3.3 Prosedur Penagihan Piutang

Prosedur penagihan berfungsi membuat surat perjanjian jatuh tempo dan mengirimkan kepada debitur. Pada bagian ini merupakan bagian langsung yang berhubungan dengan debitur, maka akan ada atau banyak kendala yang timbul karena belum tentu para debitur membayar tagihannya. 

Adapun prosedur penagihan secara terperinci yang dikemukakan oleh Mulyadi dalam bukunya “Sistem Akuntansi” adalah sebagai berikut :

1. Bagaian piutang memberikan daftar piutang yang sudah saatnya ditagih kepada Bagian Penagihan.

2. Bagian Penagihan mengirimkan penagih, yang merupakan karyawan perusahaan, untuk melakukan penagihan kepada debitur.

3. Bagian Penagihan menerima cek atas nama dan surat pemberitahuan (remmite-tance advice) dari debitur.

4. Bagian Penagihan menyerahkan cek kepada bagian kasa.

5. Bagian Penagihan menyerahkan surat pemberitahuan kepada Bagian Piutang untuk kepentingan posting ke dalam kartu piutang.

6. Bagian kassa mengirim kwitansi sebagai tanda penerimaan kas kepada debitur.

7. Bagian kasa menyetorkan cek ke bank, setelah cek atas cek tersebut dilakukan endorsement oleh pejabat yang berwenang.

8. Bank perusahaan melakukan clearing atas cek tersebut ke bank debitur.

                                                                             (2001: 493) 

Dalam pengawasan penagihan, manajemen harus mempunyai strategi khusus, ketat tetapi tidak menimbulkan kecurigaan melainkan harus menciptakan suasana kepercayaan sehingga para pegawai bagian penagihan dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan leluasa. Tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penyelewengan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, karena kemungkinan kecurangan disini mempunyai peluang besar jika pengendalian dan pengawasan yang diterapkan bersifat longgar. Dalam hal ini jangan sampai terjadi kasus pelanggan yang sudah membayar tetapi belum dilaporkan ke bagian akuntansi dan masih banyak lagi kemungkinan-kemungkinan kesalahan terjadi.



2.3.3.4 Prosedur Pelaporan Piutang

Dalam suatu departemen akuntansi, sistem pelaporan piutang yang biasa digunakan dalam mencatat suatu data akuntansi, menurut La Midjan dalam bukunya “Sistem Informasi Akuntansi”  adalah :

1. Pelaporan posisi saldo akhir

2. Laporan analisa umur piutang

3. Laporan konfirmasi piutang, yang dikirim berisikan konfirmasi atas piutang yang telah dikirim dan diuraikan jawaban dari konfirmasi tersebut.

        

      (1994:181)

Selain pelaporan yang telah dijelaskan di atas, dapat disiapkan banyak laporan tentang piutang dan fungsi pemberian kredit serta bagian penagihan. Dalam pelaporan piutang perlu dirinci mengenai penghapusan piutang dan penjelasan tentang penghapusannya. Rincian ini berguna untuk bagian penagihan agar tidak melakukan penagihan kepada debitur yang dimaksud karena piutang tersebut telah dihapuskan.





















































































